
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 1982 

TENTANG 
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
DALAM BIDANG INDUSTRI KERTAS 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  
Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap kertas pembungkus 

 semen, yang sampai saat ini masih didatangkan dari luar negeri, perlu 
 dibangun pabrik yang menghasilkan barang tersebut;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu didirikan 

suatu badan usaha yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;  

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam 
rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah.  

  
Mengingat  :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan 
Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 
Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);  

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Nomor 2890) 
tentang bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969tentang Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan 
(PERSERO). 
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MEMUTUSKAN : 
  
Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN 
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI 
KERTAS.  

  
BAB I 

PENYERTAAN MODAL NEGARA 
 

Pasal 1 
 

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) dalam bidang industri kertas di Jawa Tengah selanjutnya disebut PERSERO  
  

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

  
Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 1 ialah melakukan kegiatan usaha 
industri kertas.  
  

BAB III 
MODAL PERSERO 

 
Pasal 3 

  

(1) Modal dasar PERSERO terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.  

(2) Besarnya modal PERSERO yang ditempatkan dan yang disetor akan ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan bersama-sama 
Departemen Perindustrian.  

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO termasuk ketentuan mengenai modal 
dasar ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PERSERO.  

(4) Neraca Pembukuan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
 

BAB IV 
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO 

 

Pasal 4 
  

Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-
ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dadang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

